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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang didapat berdasarkan penelitian adalah:  

1. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) melalui inovasi Mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan sesuai harapan yang 

diinginkan, meskipun MPP Lombok Tengah ini baru berusia kurang dari 

setahun. Hal ini dapat dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator 

komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.  

a. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pelayanan perizinana pada DPMPTSP dikarenakan dengan 

komunikasi yang baik kepada pemohon izin saat pelayanan dan pada 

saat sosialisasi baik online maupun offline, maka akan mempermudah 

proses pelayanan perizinan oleh DPMPTSP seperti yang sudah 

dijelaskan pada komunikasi pada implementasi pelayanan perizinan.  

b. Sumberdaya dalam proses pelayanan perizinan juga menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhinya. Sumberdaya dilihat dari dua sisi 

yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya 

manusia pada DPMPTSP berjumlah 33 orang, dengan jumlah 

sumberdaya manusia yang tersedia sudah mencukupi proses 

pelayanan perizinan pada saat itu, akan tetapi beriring berjalannya 
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waktu setelah diselenggarakan MPP meningkatnya jumlah 

pengunjung pada tahun 2023 mencapai sekitar 6000 pemohon izin. 

maka dari itu SDM pada DPMPTSP diharapkan bertambah untuk 

memaksimalkan proses perizinan. Sedangkan sumberdaya finansial 

sendiri pihak DPMPTSP memeng mengalami kekurangan anggaran 

dalam penyelenggaraan MPP. Sehimgga perawatan fasilitas dan 

ketersediaan wifi yang kurang menjadi penghambat proses pelayanan 

di MPP. Dalam hal ini pihak DPMPTSP sendiri sudah menembahkan 

anggaran terkait hal tersebut baik dari segi perawatan fasilitas, wifi, 

dan penambahan jumlah SDM. 

c. Disposisi pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)  dapat 

dilihat dari SOP yang sudah ditetapkan. Mekanisme proses pelayanan 

perizinan pada MPP tidak ada infomasi langsung baik bentuk papan 

informasi atau hal lainnya terkait pelayanan perizinan. Infomasi SOP 

pelayanan perizinan hanya disampaikan melalui website DPMPTSP 

saja. Sedangkan pada MPP hanya menginformasikan terkait 

bagaimana mekanisme pelayanan di Mal Pelayanan Publik saja. Hal 

tersebut menjadi kekurangan dari Mal Pelayanan Publik Lombok 

Tengah. 

d. Struktur Birokrasi yang baik akan menghasilkan pelayanan yang 

baik. Pembentukan Struktur Birokrasi pada DPMPTSP sudah sesuai 

dengan SK yang keluar dan sesuai dengan peraturan yang ada. 
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Dengan demikian diharapkan struktur birokrasi yang telah ditetapkan 

dapat menghasilkan pelayanan yang baik sesuai yang diharapkan. 

Kombinasi dari keempat indikator tersebut menjadikan implementasi 

pelayanan perizinan dapat berjalanalan sesuai harapan yang diinginkan, 

yakni dibuktikan dengan meningkatnya permohonan izin pada tahun 

2023 yang mencapai 6000 surat izin. 

2. Adapun faktor apa saja yang mempengaruhi  yakni: Masih kurangnya 

Kuantitas dan Kompetensi SDM, Standar Pelayanan; Data Peluang 

Investasi masih belum up to date; papan informasi yang belum lengkap 

di MPP. Kendala yang dihadapi dan harus segera untuk dicarikan 

solusinya adalah pada proses pelayanan, seperti masalah Wifi yang 

menyebabkan lamanya proses penginputan data serta sarana dan 

prasarana yang tidak terawat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan masukan untuk 

pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Melalui Inovasi Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah maka 

dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui 

Inovasi Mal Pelayanan Publik lebih tingkatkan lagi terkait pelayanannya 

dan dalam melaksanakan pelayanan perizinan. 

a. Lebih tingkatkan lagi komunikasi mensosialisasikan terkait program-

program pelayanan perizinan yang telah diterapkan di DPMPTSP 
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kepada masyarakat, baik sosialisasi berupa membuka forum sosialisasi 

kepada masyarakat maupun melalui media sosial maupun media cetak 

agar informasi-informasi terkait program pelayanan dapat menyentuh 

seluruh elemen masyarakat Lombok Tengah maupun investor. 

b. Penambahan jumlah sumberdaya baik dari segi sumberdaya manusia 

dan sumberdaya finansial. Sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan perizianan. 

c. Disposisi yang jelas dapat mempermudah proses pelayanan perizinan 

dengan menambah papan informoasi tentang mekanisme proses 

perizinana dan SOP ynag terdapat di Mal Pelaynan Publik Lombok 

Tengah. 

d. Struktur Birokrasi yang harus di perjelas dengan mengupdate 

informasi yang baru terkait dengan struktur birokrasi pada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  khususnya 

pada website dan papan struktur agar masyarakat mengetahui siapa 

saja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan MPP. 

2. Dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dapat ditingkatkan lagi 

dari semua instansi yang bergabung baik dari segi pelayanan dan fasilitas 

yang disediakan. Dan untuk SP dan SOP di MPP lebih ditingkatkan lagi 

dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengadukan keluhan terkait 

hal tersebut. Dengan anggaran di tahun 2024 alokasikan dengan bijak. 

Seperti menambah kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan, 

menambah jumlah SDM pada Mal Pelayanan Publik dikarenakan jumlah 
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pengunjung yang meningkat, menambah kecepatan wifi agar proses 

pelayanan berjalan lebih cepat sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, 

serta perwatan sarana dan prasarana demi memberikan fasilitas yang baik 

kepada pengunjung khususnya ruang tunggu, AC, lampu, tempat parkir, 

dan Mushola. 
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Gambar 5.3 Wawancara dengan ibu Lia staf pelayanan perizinan pada MPP 

 

Gambar 5.4 Wawancara dengan bapak Lalu Alum pemohon Izin 

 

 



 

 

 

 

Gambar 5.5  Gedung MPP Tampak Depan 

 

Gambar 5.6 Ruang Tunggu Pengunjung 

 



 

 

 

Gambar 5.7 Lobby MPP 

 

 

Gambar 5.8 Tempat Parkir 

 

 

 



 

 

 

Gambar 5.9 Papan Informasi 

 

 

Gambar 5.10 Gerai DPMPTSP di MPP 

 



 

 

 

 

Gambar 5.11 Tempat Parkir Disabilitas 

 

 

Gambar 5.12 Mushola 

 


